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Pada era reformasi, pendidikan diupayakan agar dapat dibangun diatas 
fondasi aspirasi politik masyarakat yaitu terselenggaranya proses 
demokratisasi dan hak asasi manusia. Era ini dianggap sebagai era yang paling 
drastis dalam menata kehidupan pendidikan, lebih-lebih setelah adanya 
terobosan baru bidang manajemen berupa desentralisasi pendidikan. 
Desentralisasi merupakan amanat dari kecenderungan global yang muncul dan 
berkembang sebagai bagian dari agenda global tentang demokratisasi dan 
desentralisasi pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai salah satu 
isu strategis dari desentralisasi pendidikan adalah diusahakannya agar 
pelayanan pendidikan dapat diberikan lebih optimal kepada masyarakat 
(Rohman dan Wiyono, 2010). 
Era Reformasi di Indonesia membawa perubahan politik dari 
sentralistik ke desentralistik, tercermin dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana 
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola pendidikan. Sebagai 
respons positif terhadap undang-undang diatas, seharusnya otonomi daerah 
diartikan sebagai kesempatan bagi daerah otonom untuk meningkatkan mutu 
pelayanan pada masyarakat dan demokratisasi yang lebih baik. Dalam bidang 
pendidikan, misalnya pemerintah diharapkan lebih memberikan otoritas dan 
otonomi kepada kepala sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan 
dan perencanaan di sekolah (Rodliyah, 2013) 
Pemerintah sebagai pengelola negara adalah struktur yang paling 
menentukan dalam membuat arah, filosofi dan sistem pendidikan nasional. 
Sulit dihindari bahwa visi kepemimpinan nasional akan sangat berpengaruh 
terhadap setiap arah kebijakan pendidikan sehingga tidaklah mungkin 
masyarakat bisa meminggirkan begitu saja peran serta negera dalam urusan 
pendidikan. Di tangan negaralah, anggaran, birokrasi, kurikulum serta standar 
pendidikan itu dikelola. Ini bukan saja karena pendidikan itu menyangkut 
hajat hidup orang banyak, tapi jauh lebih luas dari itu pendidikan termasuk 
alat strategis dalam menjamin eksistensi dan kedaulatan sebuah negara. Bila 
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ingin negara kuat, pendidikan serta sector-sektor pembangunan  lain yang 
bersifat jangka panjang harus menjadi prioritas (Udiutomo, 2013). 
Pendidikan diharapkan bisa tampil dan berperan dalam membangun 
serta mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat. Hal ini sejalan 
dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam pasal 3 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni : “Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  Sistem pendidikan  
nasional adalah keseluruhan  komponen pendidikan yang saling terkait secara 
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen pendidikan 
tersebut, antara lain peserta didik, tenaga kependidikan, pendidik, jalur 
pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan, 
pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan jarak jauh dan  pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan 
adalah usaha sadar dan  terencana untuk mewujudkan suasana  belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia  serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat bangsa dan  negara (Triwiyanto, 2014).  
Sebagian besar strategi pembangunan pendidikan dasar dan menengah 
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, saat ini 
tengah mengalami pergeseran yang mendasar dari sistem pengelolaan terpusat 
ke sistem pengelolaan  pendidikan berbasis sekolah. Pergeseran ini dilakukan 
karena sistem terpusat terbukti tidak terlalu kondusif bagi upaya peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan sampai saat 
ini belum dapat memberikan  hasil yang memuaskan karena rendahnya 
akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, tidak optimalnya penggunaan 
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sumber daya di sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan pendidikan dan lambatnya sekolah menyesuaikan diri dengan 
perubahan lingkungan (Rohman dan Wiyono, 2010). 
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis 
dalam pengembangan sumber daya manusia. Langkah yang dilakukan antara 
lain memfokuskan pembangunan pada bidang Pendidikan. Mengingat, maju 
dan mudurnya atau berkualitas tidaknya sumber daya manusia sangat 
tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan sebagai agen dan pencetak 
sumber daya manusia. Alasan lain  pemerintah mengedepankan pembangunan 
pendidikan adalah melihat kenyataan bahwa berdasarkan data UNDP (United 
Nation’s Development Program) tentang Human Development Index 
(HDI:2010) menunjukkan dari 178 negara, Indonesia berada pada posisi 
kurang menggembirakan, yakni pada peringkat 111. Sementara  negara Asean  
dan sekitarnya berada diatasnya, Jepang berada di peringkat 11, Singapura 
berada pada peringkat 25, Korea berada pada peringkat 28, Brunei Darussalam 
peringkat 33, Malaysia peringkat 61, Thailand peringkat 73, Filipina urutan 
84, Cina peringkat 85, Vietnam peringkat 108, Indonesia peringkat 111, 
Myanmar peringkat 129, Kamboja pada peringkat 130. Tiga komponen 
peningkatan HDI yakni indeks kesehatan, indeks perekonomian dan indeks 
pendidikan (Rodliyah, 2013).   
Karsidi (2004) menambahkan bahwa UNDP pada tahun 2004 
menempatkan Human Development Index (HDI) Indonesia pada urutan 111 
dari 175 negara. Bahkan dibandingkan dengan Negara tetangga seperti 
Malaysia (peringkat 59), Thailand (peringkat 76) dan Philipina (peringkat 83), 
posisi Indonesia di bawah mereka. Tiga komponen HDI yakni indeks 
kesehatan (rata- rata usia harapan hidup), indeks perekonomian (pengeluaran 
per kapita) dan indeks pendidikan. Khusus indeks pendidikan terdapat dua 
indikator yaitu angka melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama 
pendidikan. 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
Periode 2005-2025, ditegaskan bahwa visi pembangunan, nasional, adalah 
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mewujudkan manusia dan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur. 
Bangsa yang mandiri diukur dari kapasitasnya dalam upaya mewujudkan 
kualitas hidup dan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain 
dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri. Masyarakat yang maju diukur 
dari kualitas manusianya uang dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran 
yang tercermin dalam sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, politik dan 
hukum. Manusia dan masyarakat yang berkeadilan dapat ditunjukkan dengan 
struktur dan mekanisme dalam mencegah berbagai nilai, perilaku, dan 
kebijakan institusi yang diskriminatif baik antar individu, antarsegmen 
masyarakat, maupun antarwilayah, sedangkan makmur dapat diukur dari 
terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Suryadi, 2014) 
Berbagai upaya peningkatan  mutu  telah banyak dilakukan, tetapi 
pendidikan  masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain paling 
krusial adalah rendahnya mutu pendidikan. Dari berbagai kajian, ternyata 
salah satu faktor penyebabnya antara lain, minimnya peran serta masyarakat 
dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan perencanaan di sekolah. Sebagai 
akibatnya masyarakat kurang merasa memiliki, kurang bertanggungjawab 
dalam memelihara dan membina sekolah dimana anak – anaknya bersekolah. 
Untuk itulah salah satu kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan di di 
sekolah adalah implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS). Pendekatan 
ini sangat memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat (Rodliyah, 
2013) 
Organisasi Pemerintahan Amerika Serikai yang bertanggungjawab atas 
sebagian besar bantuan luar negeri non-militer dari Amerika Serikat atau yang 
sering disebut USAID (United States Agency for International Development) 
adalah Badan Bantuan pengembangan Internasional Amerika yang 
mempunyai tujuan untuk membantu dalam mempercepat transisi demokrasi 
Indonesia. Salah satu program yang dibiayainya adalah program Desentralisasi 
pendidikan dasar atau Decentralized Basic Education (DBE). Secara khusus, 
DBE bertujuan untuk meningkatkan mutu manajemen dan tatalayanan di 
tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah/madrasah (USAID, 2010). 
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Penguatan kapasitas di tingkat sekolah ini pada dasarnya adalah untuk 
membantu Kabupaten dalam mengimplementasikan MBS  (Manajemen 
Berbasis Sekolah) yang telah dikembangkan Kemendiknas, khususnya pilar 
pertama (Manajemen sekolah) dan pilar ketiga (peran serta masyarakat). 
Penguatan kapasitas di tingkat sekolah meliputi empat kegiatan, yakni : (1)  
pelatihan kepemimpinan kepala sekolah/madrasah,  (2) penguatan komite 
sekolah, (3) penyusunana Rencana Kerja Sekolah/Madrasah dan  (4) pelatihan 
aplikasi Sistem Database Sekolah. Dengan penguatan kapasitas tersebut  
manajemen dan tatalayanan sekolah diselenggarakan secara efektif, efisien 
dan akuntabel serta melibatkan peran serta masyarakat secara aktif (DBE1 
USAID, 2010).  
Permasalahan  mendasar pendidikan di Indonesia adalah  rendahnya 
mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan 
menengah. Sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu 
pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata. Faktor pertama, 
kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan  
education production function atau input-input analisis yang tidak 
dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini mengartikan lembaga 
pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua 
input yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga 
menghasillkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa 
apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat 
pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi, maka 
mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Pendekatan ini gagal 
karena kurang memperhatikan proses pendidikan. Kedua, penyelenggaraan 
pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga 
menempatkan sekolah sebagai penyelenggaran  pendidikan sangat tergantung 
pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan 
kadang-adang kebijakan dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah 
setempat.  Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan  
inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk  
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peningkatan  mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.  
Faktor ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam 
penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih 
banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan 
(pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas)  
(Dwiningrum, 2015). 
Penguatan kapasitas masyarakat di sekolah melalui komite sekolah 
dilakukan melalui peningkatan pemahaman mengenai peran dan fungsinya, 
pemahaman kapasitas organisasi, peningkatan kapasitas hubungan dengan 
masyarakat dan implementasi berbagai peran yaitu advisory (memberi 
pertimbangan), controlling (pengawasan), supporting (memberi dukungan)  
maupun  mediating (melakukan mediasi). Penguaatan organisasi dan 
peningkatan hubungan dengan masyarakat ditentukan berdasarkan mawas diri 
yang dilakukan oleh komite sekolah/madrasah. Mawas diri tersebut dilakukan 
untuk mengetahui persoalan organisasional dan hambatan relasional dalam 
menjalankan peran dan fungsi komite sekolah/madrasah. Melalui mawas diri, 
komite dapat menentukan penguatan apa yang dibutuhkan untuk mendukung 
mereka (DBE1 USAID, 2010) 
Usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar 
telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya belum begitu menggembirakan. 
Berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa 
paling sedikit ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak 
mengalami peningkatan secara merata, (a) pertama, kebijakan 
penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran atau 
hasil pendidikan terlalu memusatkan pada masukan dan kurang 
memperhatikan proses pendidikan, (b) Kedua, penyelenggaraan pendidikan 
dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan 
kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan 
kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah 
setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan 
penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif dan kreativitas. Hal 
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tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau 
meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang 
termotivasi, (c) Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam 
penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. 
Padahal peran serta mereka sangat penting di dalam proses pendidikan antara 
lain dalam pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas 
(USAID, 2013). 
Melihat pelaksanan Program Desentralisasi Pendidikan Dasar (DBE) 
di Sekolah Binaan di SDN Sukodono 3 Kecamatan Tahunan dan SDN Dorang 
2 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, maka penulis akan melihat lebih 
dalam  tentang manajemen  Tata Kelola Pendidikan dan Peran serta 
Masyarakatnya apakah  sudah  sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 
17 Tahun 2010  tentang Penyelenggaraan pendidikan  pada Bab II  Bagian 
Keenam tentang Pengelolaan Pendidikan oleh satuan  pendidikan Pasal 58 
yang menyebutkan bahwa Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan 
kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas pengelolaan  pendidikan. Hal ini diperkuat dalam  PP  Nomor 66 
Tahun 2010 tentang beberapa perubahan dari PP 17 Tahun 2010 khususnya 
pada Pasal 49 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan 
didasarkan pada prinsip : (a) nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan 
yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisia lebih 
hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan 
kapasitas dan/ataua mutu layanan satuan pendidikan. (b) akuntabilitas, yaitu 
kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk 
memepertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada 
pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang, 
(c) penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam 
memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui 
Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan, (d) transparansi, yaitu 
keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang 
relevan secara tepat waktu sesaui dengan ketentuan peraturan perundang – 
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undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan 
dan (e) akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal 
kepada calon peserta didik, tanpa pengecualian.  
Pengelolaan pendidikan  ini mengikat : a. satuan atau program 
pendidikan yang bersangkutan; b. lembaga representasi pemangku 
kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang 
bersangkutan; c. peserta didik satuan atau program pendidikan  yang 
bersangkutan; d. orang tua atau wali peserta didik di satuan atau program 
pendidikan yang bersangkutan; e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan 
atau  program pendidikan yang bersangkutan; dan f. pihak lain yang terikat 
dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. 
Selanjutnya, PP Nomor 17 Tahun 2010  Bab XIV  tentang  Peran 
Serta Masyarakat  menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan  pendidikan  melalui berbagai komponen masyarakat, 
pendidikan berbasis  masyarakat, dewan  pedidikan, dan komite sekolah. 
Peran serta masyarakat dalam  pendidikan berfungsi memperbaiki akses, 
mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas. Peran serta 
masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi 
profesi, pengusaha, dan organisasi  kemasyarakatan dalam  penyelenggaraan 
dan pengendalian mutu pelayanan  pendidikan. Peran serta masyarakat bisa 
menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: (a) 
penyediaan sumber daya pendidikan; (b) penyelenggaraan satuan pendidikan; 
(c) Penggunaan  hasil pendidikan; (d) Pengawasan penyelenggaraan  
pendidikan; (e) pengawasan  pengelolaan pendidikan; (f) pemberian 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak  pada  
pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya dan  g. pemberian  bantuan 
atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan 
pendidikan dalam menjalankan fungsinya 
Berdasarkan uraian tersebut diatas serta dalam rangka mendukung 
pelaksanaan dan pengembangan praktik yang baik dalam tata kelola di 
sekolah,  maka penelitian ini dimaksudkan unuk  mengetahui gambaran 
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pelaksanaan  program  Decentralized Basic Education (DBE) di Kabupaten 
Jepara, khususnya pada sekolah  binaan di SDN  Sukodono 3 Kecamatan 
Tahunan dan SDN Dorang 2 Kecamatan  Nalumsari. Gambaran pelaksanaan 
program difokuskan kepada  aspek  manajemen tata kelola sekolah dan 
analisis peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan  kualitas  
pendidikan di sekolah.   
 
B. Perumusan Masalah 
Kesenjangan antara  ide kebijakan  pendidikan nasional dan 
implementasi di tingkat satuan pendidikan  jelas menunjukkan adanya 
permasalahan, mulai dari hal yang sifatnya  strategis dan filosofis hingga 
masalah yang sifatnya teknis bahkan kasuistik.  
Berbagai upaya peningkatan mutu telah banyak dilakukan, tetapi 
realita  pendidikan  masih dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain 
pada  pengelolaan  sekolah  dan  peran  serta masyarakatnya. Komite Sekolah 
sebagai representasi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap 
peningkatan kualitas pendidikan  ternyata kurang  merasa memiliki, kurang 
bertanggung jawab dalam memelihara dan  membina sekolah dimana anak-
anaknya bersekolah.  
Selanjutnya penelitian ini mencoba menjawab permasalahan 
bagaimana implementasi  program Desentralisassi Pendidikan Dasar melalui 
manajemen tata kelola sekolah dan peran serta masyarakat dalam 
pengembangan kualitas pendidikan di sekolah, yang diuraikan :   
1.  Bagaimana implementasi program Decentralized Basic Education (DBE) 
melalui  studi kasus di  SDN Sukodono 3 Tahunan dan SDN Dorang 2 
Nalumsari ? 
2. Bagaimana  Partisipasi Masyarakat  terhadap pelaksanaan  Program DBE di 
SDNSukodono  3 Tahunan dan SDN Dorang 2 Nalumsari ? 
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C. Tujuan Penelitan  
Tujuan Penelitian  ini adalah mengetahui  pelaksanaan program 
Desentralisasi Pendidikan  Dasar  (DBE) di sekolah binaan di Kabupaten 
Jepara  yang diuraikan sebagai berikut :  
1. Mendeskripsikan implementasi program Decentralized Basic Education 
(DBE) melalui studi kasus di SDN Sukodono 3 Tahunan dan SDN Dorang 
2 Nalumsari. 
2. Menganalisis  partisipasi  masyarakat dalam  peningkatan kualitas 
pendidikan  di SDN Sukodono 3 Tahunan dan SDN Dorang 2 Nalumsari. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitan ini adalah sebagai berikut :  
1. Manfaat Normatif 
a. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah 
(value added) terhadap kualitas pendidikan di sekolah, yaitu (1) 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di sekolah  
(2)  meningkatkan prestasi belajar siswa serta (3) meningkatkan 
sumber daya dan dana di sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini 
dapat dijadikan referensi bagi  sekolah dalam meningkatkan  mutu  
sekolah  melalui peningkatan  manajemen tata kelola sekolah dan 
peran serta masyarakat.  
b. Bagi Pemerintah Kabupaten  
Sebagai  bahan masukan kebijakan  dalam  upaya peningkatan mutu 
pendidikan di Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya melalui 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. 
2. Manfaat secara teoritis  
a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang manajemen dan tata 
kelola sekolah serta partisipasi masyakarat dalam peningkatan 
kualitas pendidikan di sekolah. 
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b. Mengembangkan  ide dan pemikiran berkaitan dengan peningkatan 
kualitas pendidikan di sekolah. 
3. Manfaat praktis 
a. Mengungkapakan pelaksanaan program  
b. Memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi pemerintah daerah 
c. Hasil penelitian yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan 
yang baru untuk diteliti lebih lanjut. 
